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PERATURAN DIREKSI

Nomor : PD 20 010
Tentang

PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)

DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero),

MENIMBANG : 1. Bahwa perubahan ke arah perbaikan sudah saatnya harus dilakukan oleh
seluruh Insan PT Barata Indonesia (Persero) dengan membuat suatu pedoman
perilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan beriinteraksi dengan mitra

kerja, rekanan, sesame karyawan, dan stakeholders terkait lainnya yang
bersandar pada nilai etika.

2. Bahwa pedoman perilaku tersebut dapat mendorong terwujudnya Good
Corporate Governance yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah
pada pemegang saham, karyawan, dan stakeholders terkait lainnya.

3. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Direksi
PT Barata Indonesia (Persero) yang menetapkan suatu Pedoman Etika Bisnis
dan Etika Kerja (Code of Conduct) seluruh Insan Perusahaan.

MENGINGAT

—

. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002
Tanggal 31 Juli 2002, tentang Penerapan Praktik Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Peraturan Direksi No. PD 20 001, Tgl. 06 April 2020, tentang Pedoman
Pemberlakuan Peraturan Perusahaan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero) TENTANG
PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)

Pasal 1
Pengertian

1. Etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi manusia, baik secara individual
atau kelompok, dalam mengatur semua tingkah lakunya.

2. Etika Bisnis adalah perilaku moral Perusahaan dalam berkegiatan ekonomi yang berkonsentrasi pada
standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, regulasi, peraturan, institusi, dan perilaku
bisnis. Etika bisnis merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua
aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, Perusahaan, maupun masyarakat.

3. Etika Kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan
pedoman bagi Karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam Perusahaan.
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4. Etika Sosial Berkomunikasi adalah panduan berperilaku dan bertindak yang mengacu pada apa yang

harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam lingkup media sosial yang juga masuk kategori
ruang publik.

5 Coc_Ie of Conduct adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika
kerja Insap Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah
laku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam
mencapai visi dan misinya.

6. Perusahaan adalah PT Barata Indonesia (Persero).

Insan Perusahaan adalah Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

8. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi di mana anggota Insan Perusahaan dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut
kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain, sehingga setiap Insan
Perusahaan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan
kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Perusahaan kepadanya.

9. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau
sekelompok orang atas karya ciptanya yang bersumber dari segala hasil produksi kecerdasan daya
piker. Secara umum hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua jenis yaitu hak cipta (copyrights)
dan hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup paten (patent), merek
(trademark), desain industri (industrial design), dan rahasia dagang (frade secret).

Pasal 2
Ruang Lingkup

1. Peraturan ini berlaku untuk seluruh aktivitas bisnis dan kerja di Perusahaan, yang melibatkan seluruh
Insan Perusahaan.

2. Peraturan ini juga berlaku dalam berkomunikasi menggunakan media sosial serta perlindungan
terhadap hak kekayaan intelektual.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct) dimaksudkan untuk memberikan pedoman
berperilaku yang wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan
tugas sehari-hari dan dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja, mitra usaha, maupun rekan sekerja
dan pihak lainnya agar Perusahaan mampu mempertahankan pelanggan dan mampu meningkatkan
kesejahteraan karyawannya.

Pasal 4
Manfaat
Meningkatkan kredibilitas Perusahaan.
Membantu menghilangkan keragu-raguan dalam berperilaku secara etis dan bertanggung jawab.

Berperan sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan.
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Memelihara keharmonisan seluruh Insan Perusahaan guna mencegah timbulnya benturan
kepentingan.

5. Memberikan rambu-rambu yang jelas bagi Insan Perusahaan untuk menghindari dari konflik

kepentingan.
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6. Membina, meningkatkan, dan mempertahankan integritas, kejujuran, dan profesionalisme.

Pasal 5
Standar Perilaku

1. Seluruh Insan Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan kejujuran, keterbukaan, dan beradab.

2. Perusahaan menghargai adanya keanekaragaman Karyawan. Dalam memperkerjakan, menetapkan
besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja
lainnya tanpa memperhatikan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia atau keadaan khusus
lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Integritas dalam Berusaha

1. Setiap Insan Perusahaan mempunyai etos kerja yang kuat, proaktif, dan integritas yang tinggi serta
berperilaku baik.

2. Segenap Insan Perusahaan dalam menjalankan usahanya wajib patuh pada hukum serta peraturan-
peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Mitra Usaha

Perusahaan berkewajiban untuk membina hubungan yang harmonis, profesional, transparan, dan saling
menguntungkan dengan para mitra usaha.

Pasal 8
Investor

Perusahaan berkewajiban untuk mengamankan tingkat pengembalian yang wajar dan kompetitif terhadap
dana yang telah diinvestasikan dan akan memberikan informasi yang relevan kepada investor sesuai
ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Persaingan

Dalam melakukan persaingan selalu menjunjung tinggi etika usaha dan memperhatikan kaidah-kaidah
persaingan yang sehat, serta berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan terhadap
Mitra Usaha.

Pasal 10
Benturan Kepentingan

1. Seluruh Insan Perusahaan harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta harus bebas dari
pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas.

2. Seluruh Insan Perusahaan harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang mungkin akan
menimbulkan benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Apabila kegiatan tersebut tidak
dapat dihindari, maka harus segera dilaporkan kepada atasan langsung.
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10.

Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan bekerja pada Perusahaan lain sebagai Dewan
Komisaris, Direksi, Karyawan, Konsultan, kecuali dalam rangka penugasan dari Perusahaan.

Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi rekanan Perusahaan, baik langsung maupun tidak
langsung, baik rekanan untuk barang maupun untuk jasa.

Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan permintaan pembayaran kepada Perusahaan mewakili
rekanan.

Seluruh Insan Perusahaan dilarang memiliki saham / modal usaha yang kegiatan usahanya dalam
ruang lingkup kekuasaannya, usahanya identik dengan Perusahaan, sehingga secara langsung maupun

tidak langsung dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan atau dapat merugikan
Perusahaan.

Pasal 11
Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

Seluruh Insan Perusahaan dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi,
keuntungan bagi keluarga, dan keuntungan bagi pihak lainnya, baik langsung maupun tidak langsung,
dari kegiatan Perusahaan.

Seluruh Insan Perusahaan dilarang menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang
melakukan bisnis dengan Perusahaan, dengan maksud mempengaruhi pejabat Perusahaan dalam
mengambil keputusan.

Larangan tersebut tidak berlaku untuk penerimaan barang-barang promosi yang tidak diminta.
Barang-barang promosi tersebut realatif bernilai rendah dan tidak dimaksudkan agar mendapatkan
perlakuan istimewa dalam bisnis.

Termasuk dalam pengertian hadiah atau imbalan adalah salah satu dari bentuk sebagai beriktu :

uang tunai ;

surat berharga ;

barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama ;

komisi ;

barang-barang khusus kebutuhan pribadi ; serta

special personal service (penggunaan fasilitas milik relasi, rekanan, seperti vila, kendaraan, dan
lain sebagainya).
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Meminta imbalan atau memungut biaya secara tidak sah atas jasa atau hubungan kerja yang diberikan.

Mengimplementasikan Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen yang telah berlaku di Perusahaan,
antara lain :

a. Sistem Manajemen Mutu ;

b. Sistem Manajemen Lingkungan ;

c. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ; dan

d. Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Menyalahgunakan pemeriksaan (khusus bagi anggota Satuan Pengawas Intern) untuk kepentingan
pribadi, golongan, atau pihak lain.

Jamuan bisnis yang dapat diterima / diberikan adalah jamuan dalam rangka bisnis untuk menjalin

kerjasama dengan calon pelanggan, pelanggan, dan supplier, serta mitra bisnis yang menjadi beban
Perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Donasi untuk suatu pihak, lembaga, dan organisasi untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dapat
dibenarkan. Donasi untuk tujuan lain boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Setiap Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan penyelewengan dan senantiasa menerapkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan,
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dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksud

mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

Pemalsuan atau pengubahan surat berharga, seperti cek dan giro Perusahaan.

. Penyalahgunaan aset yang dimiliki Perusahaan, pelanggan, mitra usaha, dan rekanan.

Pengalihan kas, surat berharga, atau aset Perusahaan lainnya untuk penggunaan pribadi.

Penanganan dan pelaporan transaksi perusahaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan

peraturan yang berlaku.

e. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan untuk pribadi atau
kepentingan lain yang merugikan Perusahaan.

f. Dalam menjaga / menyimpan uang dan/atau barang milik Perusahaan tidak mengindahkan
ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan hilang atau rusaknya barang
dan/atau uang.

g. Menguasai, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang,
dokumen, atau surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah.

h. Menggunakan uang atau membawa barang milik Perusahaan tanpa seijin pejabat yang berwenang
dan/atau sesuai prosedur yang berlaku.

i. Melakukan pemalsuan terhadap bukti kwitansi pembelian serta kwitansi pemeriksaan / pengobatan
pada dokter dan/atau apotek, dengan maksud untuk mendapatkan penggantian biaya bagi
kepentingan pribadi.

j. Melakukan pemalsuan pada bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang dan atau barang
sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

k. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Perusahaan, baik nyata maupun tersembunyi.
Melakukan kerja sama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain baik di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau
pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.

. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan.
Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk
kepentingan negara.

0. Memberikan data-data Perusahaan kepada pihak lain tanpa ijin pimpinan Perusahaan.

p. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi
atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak
yang dilayani dan/atau Perusahaan.

q. Melakukan perubahan atas data-data administrasi Perusahaan, dengan tujuan untuk kepentingan
pribadi, golongan, atau pihak lain yang langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.

r. Mencemarkan nama baik dan/atau merusak reputasi Perusahaan yang dapat mengakibatkan
kerugian Perusahaan.
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Pasal 12
Komitmen Pribadi Insan Perusahaan

Guna mewujudkan komitmen Perusahaan maka seluruh Insan Perusahaan memiliki komitmen untuk :

1. Senantiasa berfikir dan berperilaku korporasi dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan
Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi
Perusahaan.

2. Melakssanakan tugas secara profesional dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta
menjujung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.

3. Menghindarkan diri dari tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan menyalahgunakan wewenang.

4. Mematuhi seluruh ketentuan dan Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan untuk menjaga dan
mempertahankan image / citra serta reputasi Perusahaan.

Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri.

6. Menyebarkan konten-konten positif yang membangun image / citra Perusahaan serta bijak dalam

bersosial media.
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Pasal 13
Etika Sosial Berkomuikasi

Beberapa nilai, acuan, dan pedoman bagi Insan Perusahaan untuk bertindak bijaksana saat menggunakan
media sosial antara lain :

1. Memberikan informasi secara bijak atau tidak mengumbar informasi yang mengandung privasi
Perusahaan. Informasi merupakan manifestasi dari suatu data yang berguna untuk mendapatkan
manfaat ekonomi atau manfaat lainnya. Infomasi rahasia yang dimaksud ialah informasi yang
berkaitan dengan aktivitas bisnis atau potensi bisnis Perusahan antara lain data teknis produk, inovasi
dan penemuan baru, dokumen fender proyek, dan lain-lain.

2. Menjaga orisinalitas informasi terkait Perusahaan sebagai hak pemilikan intelektual korporat dengan

tidak merubah atau merusak konten baik berupa logo, lagu mars, gambar produk atau proyek, dan
lain-lain.

3. Berkomunikasi secara santun dan tidak mengumbar kata-kata kasar dengan menggunakan kaidah-
kaidah bahasa dengan baik dan benar. Misalnya, menggunakan huruf kapital semua dan banyak
menggunakan singkatan yang sulit dimengerti. Menghindari kata-kata atau idiom yang artinya kotor,
menghujat, dan tidak sopan dalam bermedia sosial. Hal ini terkait dengan aspek diksi atau pemilihan
kata-kata dalam berbahasa.

4. Dilarang menyebarkan konten yang bersifat pornografi dan dapat mengganggu suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA), baik itu berupa tulisan, foto, gambar, ilustrasi, suara, maupun video.

5. Mengecek kebenaran konten dan informasi suatu berita atau kejadian sebelum menyebarkannya.
Apabila hendak ikut menyebarkan kembali suatu informasi, disarankan untuk menyertakan tautan
sumber informasi resmi yang tersedia atau sumber yang terpercaya.

6. Beropini dan mengeluarkan respon di media sosial dengan berpijak pada fakta sebenarnya dan data
yang valid. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menghindari perselisihan hukum dan sosial di
masyarakat yang dapat merugikan image /citra Perusahaan.

7. Perusahaan berhak menghapus postingan dan komentar tidak pantas atau melaporkan kepada otoritas
yang berwenang, dengan berbagai pertimbangan :
a. mempermalukan atau merusak reputasi perusahaan atau pihak lain, tidak sopan, dan menyerang ;
b. tidak relevan dengan informasi atau topik yang sedang dibahas ;
c. mengandung ancaman, serangan pribadi, menyinggung, memfitnah, menghina, atau bahasa
provokatif, atau serangan yang ditujukan kepada individu dan Perusahaan ; dan
d. melanggar tindakan hukum lainnya.

8. Menyampaikan informasi mengenai Perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam
kerangka membangun citra Perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik.

9. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun serta keluhan Insan Perusahaan
dan Pemangku Ketepentingan (Stakeholders) lainnya yang disampaikan melalui berbagai media.

10. Perusahaan berhak melaporkan kepada atasan yang berwenang dan memberikan sanksi, apabila
konten yang dipasang mengandung unsur pidana, provokasi, dan indikasi menyimpang dan/atau
tindakan melanggar hukum lainnya.

Pasal 14
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Lingkungan

Pengelolaan K3 dan Lingkungan sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Perilaku
untuk mewujudkan kepedulian terhadap K3 dan Lingkungan merupakan keharusan bagi Insan Perusahaan
dalam berkerja yaitu :

1. Mentaati setiap regulasi dan peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan,
kesehatan, keselematan, dan kesehatan kerja, serta lingkungan.
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Menciptakan kondisi yang aman dan sehat di tempat kerja serta mencegah kerusakan / pencemaran
lingkungan akibat dampak operasi kerja Perusahaan.

Mengutamakan tindakan yang bersifat pencegahan untuk mengantisipasi situasi keadaan darurat
(emergency response plan).

Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai standar dan prosedur yang
berlaku.

Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing
dan instansi yang berwenang terkait dalam batas yang ditentukan.

Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk

sumber daya, peralatan, dan sistem deteksi secara fungsional sesuai kewenangannya untuk mencapai
kesiapan yang optimal.

Pasal 15
Pemeliharaan, Perlindungan, Penggunaan Aset, serta Laporan Keuangan

Menjaga agar penggunaan aset Perusahaan dilakukan untuk keperluan meningkatkan nilai bagi
Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan
dengan memperhitungkan risiko terkait.

Menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Tidak menggunakan dan memanfatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan
kelompok, dan aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

Menggunakan sesuai dengan peruntukkannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.
Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
Melakukan penghematan dan pemakaian energi.

Setiap pencatatan dan pelaporan aset Perusahaan menggunakan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 16
Hak Kekayaan Intelektual
Perusahaan menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.

Perusahaan mendorong kepada Insan Perusahaan untuk mendaftarkan setiap penemuan, inovasi, dan
pengembangan yang dibuat dengan hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta, merek dagang,
paten, dan hak lainnya.

Perusahaan juga memiliki hak preferensi terhadap hak atas kekayaan intelektual hasil karya Insan
Perusahaan dalam melaksanakan tugas Perusahaan pada yang dibuat dengan menggunakan aset atau
fasilitas Perusahaan.

Insan Perusahaan harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual
milik Perusahaan.

Pasal 17
Kegiatan dan Kontribusi Politik

Perusahaan menjamin seluruh Insan Perusahaan untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan
untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.
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3. Terhadap aktivitas politik, seluruh Insan Perusahaan :

a. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan kesempatan Perusahaan untuk tujuan politik tertentu.

b. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan kepada
partai politik manapun.

c. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak
menggunakan atribut Perusahaan.

d. Apabila seseorang meduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu
tugasnya di Perusahaan, maka wajib mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan.

e. Tidak melaksanakan aktivitas politik, baik langsung maupun tidak langsung, di lingkungan
Perusahaan.

Pasal 18
Kerahasiaan Data, Dokumen, dan Informasi Perusahaan

1. Untuk menghindari penyalahgunaan, maka akses dan penyebaran data, dokumen, dan informasi harus
dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan.

2. Data, dokumen, dan informasi mengenai kegiatan bisnis tidak dapat disebarluaskan kepada pihak
ketiga, kecuali atas nama Perusahaan serta diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19
Pengawasan Pelaksanaan

1. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan ini disampaikan, dimengerti, serta
ditaati oleh seluruh Insan Perusahaan.

2. Tanggung jawab sehari-hari didelegasikan kepada para pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini serta melakukan pelaksanaannya.

Pasal 20
Sanksi Pelanggaran

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini, maka pelanggarnya dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 21
Penutup

1. Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam ketentuam ini akan diatur secara tersendiri.

Gresik, ? Agustus 2020
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